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POINTERS
MENTERI KOPERASI DAN UKM

Pada Acara:
Pembukaan Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Bidang Pemberdayaan                  Koperasi dan UMKM Tahun 2017
Surabaya, 14 Desember 2017
Yth.-
Gubernur Provinsi Jawa Timur atau yang mewakili;  

· Para Pejabat Eselon I dan Direktur Utama LPDB-KUMKM dan LLP-KUKM Kementerian Koperasi dan UKM;
· Inspektur Kementerian dan Para Kepala Biro di Kementerian Koperasi dan UKM;
· Para Kepala Dinas/SKPD yang Membidangi Koperasi dan UMKM Provinsi/D.I. selindo atau yang Mewakili;
· Para Kepala Dinas/SKPD yang Membidangi Koperasi dan UMKM Kab./Kota Se-Jatim atau yang Mewakili;
· Para undangan dan hadirin semua yang berbahagia.
Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Selamat pagi, Salam sejahtera bagi kita semua Om Swastiastu

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat-Nya kita dapat berkumpul bersama-sama dalam keadaan sehat walafiat pada acara Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Bidang Pemberdayaan Koperasi dan UMKM Tahun 2017. 
Hadirin yang berbahagia
Saya atas nama Kementerian Koperasi dan UKM menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Jajarannya dalam hal ini Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur yang telah membantu terselenggaranya acara ini, Para Pejabat Pemerintah Pusat, serta Para Kepala Dinas yang Membidangi Koperasi dan UMKM Provinsi/D.I. Selindo dan Dinas yang Membidangi Koperasi dan UMKM Kab./Kota Se-Provinsi Jawa Timur yang telah menghadiri acara ini.
Sebagaimana diketahui bersama PDB merupakan salah satu indikator makro untuk mengetahui perkembangan perekonomian di suatu negara dalam periode tertentu. PDB pada dasarnya merupakan jumlah dan atau kontribusi nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha di suatu negara tertentu dalam periode tertentu. 

Berdasarkan Data Kementerian Koperasi dan UKM dan BPS yang telah diolah, diperkirakan kontribusi Koperasi sebagai suatu lembaga terhadap PDB Nasional pada tahun 2013 sebesar 1,71%. Pada era Kabinet Kerja pemerintahan Presiden Jokowi-JK, telah mengalami peningkatan yang cukup signifikan hingga pada tahun 2016 mencapai sebesar 3,99%. Diharapkan pada akhir tahun 2019 kontribusi koperasi terhadap PDB Nasional mencapai sebesar 6-8%.  

Capaian tersebut tidak terlepas dari komitmen pemerintahan untuk terus mengembangkan koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional yang sehat, kuat, mandiri dan tangguh. Reformasi Koperasi, melalui 3 Tahapan, yaitu : 

1. Reorientasi: Merubah Paradigma pendekatan pembangunan koperasi dari kuantitas menjadi kualitas untuk mewujudkan koperasi modern yang berkualitas serta berdaya saing tinggi dengan jumlah anggota aktif yang terus meningkat. Dijabarkan dengan : 1) Mendorong koperasi meningkatkan jumlah anggota; 2) Fokus pada penguatan kelembagaan koperasi; 3) Fasilitasi akta koperasi dan bekerjasama dengan Ikatan Notaris Indonesia (INI); dan 4) Membangun koperasi berbasis IT. 
2. Rehabilitasi: Memperbaiki dan membangun database system koperasi melalui Online Database System (ODS) untuk memperoleh sistem pendataan koperasi yang lebih baik dan akurat. Dijabarkan dengan : 1) Pembubaran koperasi tidak aktif dan tidak melaksanakan RAT; 2) Pemutakhiran data melalui Online Data System (ODS), menghasilkan Data, yaitu: Koperasi Aktif sebanyak 152.714 Unit; Koperasi RAT 80.008 Unit; Koperasi belum RAT sebanyak 72.706 Unit; dan Koperasi yang dibubarkan 40.013 Unit. 
3. Pengembangan: Meningkatkan kapasitas koperasi sebagai badan usaha berbasis anggota yang sehat, kuat, mandiri dan tangguh serta setara dengan badan usaha lainnya melalui regulasi yang kondusif, perkuatan SDM, Kelembagaan, Pembiayaan, Pemasaran dan kemajuan Teknologi. Dijabarkan dengan :            1) Mereview regulasi yang menghambat berkembangnya koperasi; 2) Perkuatan Sumber Daya Manusia, Manajemen dan Teknologi; 
3) Perluasan akses pembiayaan dan pemasaran produk jasa dan sektor riil. 
Hadirin yang berbahagia


Koperasi dan UMKM merupakan bagian dari unit usaha di Indonesia dengan jumlah diperkirakan mencapai 59,69 juta unit, yang menyerap tenaga kerja lebih dari 132,33  juta orang, ini berarti lebih dari 96,5% tenaga kerja merupakan kontribusi Koperasi dan UMKM di dalam penyerapan tenaga kerja di Indonesia. 

Hal tersebut diatas, salah satunya ditopang atas dampak perkembangan kewirausahaan di Indonesia, dimana kita semua patut bersyukur bahwa rasio kewirausahaan Indonesia pada tahun 2014 semula sebesar 1,65% saat ini telah mengalami peningkatan menjadi sebesar 3,1%. Diharapkan pada akhir tahun 2019 rasio jumlah wirausaha dapat mencapai sebesar 5%.
Peningkatan rasio kewirausahaan tersebut juga tidak terlepas dari program pemerintah untuk meningkatkan dan mengembangkan kewirausahaan dikalangan generasi muda, antara lain melalui Gerakan Kewirausahaan Nasional (GKN) yang kegiatannya antara lain: pemasyarakatan dan pelatihan kewirausahaan, magang wirausaha, inkubator bisnis serta meningkatnya dukungan pembiayaan oleh pemerintah melalui: Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) dan Kredit Usaha Rakyat (KUR), fasilitasi Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) dan pembiayaan Kredit Ultra Mikro (KUMi) kerjasama dengan Pusat Investasi Pemerintah (PIP)
Hadirin yang berbahagia 


Saat ini telah memasuki era digital economic. Data yang dirilis oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, tahun 2016 menyebutkan bahwa terdapat lebih dari 132,7 juta pengguna internet di Indonesia.  Hal ini tentunya merupakan peluang bagi para pelaku bisnis, khususnya Koperasi dan UMKM untuk memasarkan barang dan jasa melalui dunia maya.  

Berdasarkan data BPS yang diolah dari total pelaku bisnis tersebut, tercatat 3,79 juta pelaku UMKM telah memanfaatkan teknologi digital atau bisnis e-commerce, yang memanfaatkan platform market place utama di tanah air, seperti Blibli.com, Tokopedia, Lazada dan Bukalapak. Selaras hal tersebut, Kementerian Koperasi dan UKM terus mendorong upaya pemanfaatan dan optimalisasi pemanfaatan tekonologi digital bagi pelaku bisnis Koperasi dan UMKM.


Berbagai kebijakan dan program dalam mengembangkan Koperasi dan UMKM menuju digital economy, antara lain:

1. Pendaftaran Badan Hukum Koperasi dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi  Online;

2. Peningkatan kapasitas SDM KUMKM dan Mahasiswa (Vocational Training) sebagai Techno-preneur;

3. Pengembangan PLUT melalui Kampung UKM Digital, kerjasama dengan PT. Telkom Tbk;

4. Pendaftaran UMKM sebagai merchant di market place SMESCO, www.smescotrade.com serta kerjasama dengan berbagai market place lainnya. 

Kebijakan dan program tersebut merupakan salah satu upaya dan langkah dalam mendukung target Bapak Presiden untuk menjadikan Indonesia sebagai “Digital Energy of Asia” pada tahun 2020, dimana jumlah Koperasi dan UMKM yang sudah go online sebanyak 8 (delapan) juta unit dapat tercapai.

Dalam kesempatan Rapat Koordinasi Terbatas ini, saya mengharapkan segenap jajaran Kepala Dinas yang Membidangi Koperasi dan UKM Provinsi/D.I. selindo dan Kab./Kota di Provinsi Jawa Timur untuk memberikan berbagai pemikiran, masukan dan usulan program yang terkait Koperasi dan UMKM. Berbagai masukan tersebut tentu akan memberikan daya inovasi bagi upaya membangun keterkaitan sinergitas antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam pemberdayaan Koperasi dan UMKM secara berkesinambungan.
Sekali lagi dalam kesempatan ini, saya ucapkan terima kasih atas segala dukungan serta kerjasama, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa meridhoi dan membimbing langkah kita semua.
Dengan demikian, secara resmi Rapat Koordinasi Terbatas Bidang Pemberdayaan Koperasi dan UMKM Tahun 2017 saya nyatakan dibuka.  
Wassalamu’alaikum 

Warohmatullahi Wabarokatuh.

Om Santi, Santi, Santi Om
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